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Abstrak : Kekerasan seksual memiliki karakteristik khusus yang menyulitkan pembuktian, karena
umumnya terjadi di ruang privat, minim saksi, dan bergantung pada keterangan korban. Penelitian ini
bertujuan menganalisis konstruksi pembuktian dalam kasus kekerasan seksual melalui perbandingan
antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan
pendekatan epistemologi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan konseptual dan komparatif.Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan paradigma
pembuktian, yaitu certainty based proof dalam Qanun Aceh yang menuntut bukti langsung dan kepastian
tinggi, serta probabilistic proof dalam UU TPKS yang lebih fleksibel melalui kombinasi alat bukti.
Perbedaan ini menimbulkan epistemic gap antara kebenaran faktual dan kebenaran yuridis, yang
berdampak pada akses keadilan bagi korban.Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi
epistemologi pembuktian dengan pendekatan berbasis konteks, keterhubungan antar bukti, serta
penempatan pengalaman korban sebagai dasar dalam membangun kebenaran hukum.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Pembuktian, Epistemologi Hukum, Qanun Aceh, UU TPKS

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan
yang terus menunjukkan tren peningkatan, baik secara global maupun nasional. Data dari
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menunjukkan bahwa
perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan, dengan tingkat pelaporan yang masih
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rendah akibat stigma sosial, relasi kuasa, serta keterbatasan akses terhadap keadilan. (Siaran Pers
Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan ferhadap Perempuan 2025, n.d.).
Karakteristik kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cenderung terjadi di ruang privat,
minim saksi, serta sangat bergantung pada keterangan korban sebagai sumber utama informasi.
Kondisi ini menjadikan pembuktian sebagai aspek paling penting sekaligus paling problematis
dalam proses penegakan hukum (Mardianto et al., 2024). Dalam banyak kasus kebenaran faktual
yang dialami korban tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi kebenaran yuridis sehingga
sistem hukum menghadapi kesulitan dalam menghadirkan keadilan substantif.

Kompleksitas yang terjadi pada sistem hukum yang ada di Indonesia semakin menguat
dengan adanya pluralisme hukum, khususnya melalui penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 tentang Hukum Jinayat sebagai representasi hukum syariah di tingkat daerah.(Tambunan
dkk, 2025) Qanun ini mengatur berbagai bentuk jarimah yang berkaitan dengan kesusilaan,
termasuk zina, ikhtilath (percampuran non-mahram), dan pelecehan seksual, sebagaimana
tercermin dalam ketentuan Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 yang mengatur jarimah pelecehan
seksual dalam berbagai bentuk. Lebih lagi terncanntum Pasal 52 hingga Pasal 56 mengatur jarimah
zina dan bentuk relasi seksual yang dianggap melanggar norma kesusilaan (QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT - Regulasip, n.d.). Struktur pengaturan ini
menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam Qanun Aceh sering kali ditempatkan dalam
kerangka pelanggaran terhadap moral publik, bukan semata sebagai pelanggaran terhadap hak
dan integritas individu korban.

Qanun Aceh mengadopsi pendekatan yang berakar pada tradisi hukum Islam klasik dengan
ciri khas menuntut tingkat kepastian tinggi melalui kesaksian, pengakuan, atau alat bukti lain yang
memenuhi standar ketat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kehati-hatian dalam penjatuhan
sanksi dan menghindari kesalahan penghukuman. Akan tetapi, dalam masalah kasus kekerasan
seksual yang bersifat privat dan minim bukti, standar pembuktian tersebut berpotensi
menimbulkan kesenjangan antara pengalaman korban dan validasi hukum, sehingga korban
menghadapi hambatan struktural dalam mengakses keadilan.(Nurdin & Ridwansyah, 2020)

Beranjak mengenai hukum positif Indonesia yang mengalami perkembangan signifikan
melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara eksplisit menggeser
paradigma penanganan kekerasan seksual dari pendekatan moralistik menuju pendekatan berbasis
hak korban (Eswari et al., 2025). Sebagaiamana yang tercermin UU No. 12 Tahun 2022 dalam
Pasal 1 dan Pasal 4 yang memperluas definisi serta klasifikasi kekerasan seksual ke dalam berbagai
bentuk, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, hingga kekerasan
seksual berbasis elektronik.diperjelas melalui , Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 merumuskan secara
rinci bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yang menegaskan bahwa hukum tidak lagi
semata berorientasi pada pelanggaran norma, tetapi pada perlindungan terhadap integritas tubuh
dan otonomi korban.(UU No. 12 Tahun 2022, n.d.)

Model hukum positif membawa pendekatan yang dikembangkan dalam UU TPKS
memungkinkan penggunaan berbagai alat bukti secara kontekstual, termasuk keterangan korban,
visum et reperfum, keterangan ahli, serta bukti elektronik. Pendekatan ini diperkuat oleh
pengakuan terhadap hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67, yang
menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak atas perlindungan, penanganan, dan
pemulihan (Sari et al., 2024). Mekanisme pembuktian tidak lagi semata-mata berorientasi pada
kepastian formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas pengalaman korban sebagai bagian dari
konstruksi kebenaran hukum.
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Berbagai kajian terdahulu membahas persoalan pembuktian dalam kekerasan seksual, baik
dalam konteks Qanun Aceh maupun hukum positif Indonesia, namun sebagian besar masih
berhenti pada tataran normtaif dan teknis. kajian yang menyoroti kontradiksi pengatusan
hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual anak di Aceh tanpa mengurai bagaimana model
pembuktian yang digunakan memengarhui akse korban terhadap keadilam (Rachmad et al., 2021).
Kajian mengenai identifikasi faktor-faktor penghambat penegakan Qanun Jinayat, namun
analisisnya berhenti pada aspek kelembagaan dan implementasi, bukan pada logika epistemologis
dibalik standar pembuktian yang digunakan (Walidain & Astuti, 2021). Penelitian mengenai
kewajiban penyertaann bukti pemula oleh korban dalam pasal 52 Qanun Aceh dan menunjukan
bahwa ketentuan tersebut berpotensi membebani korban, belum menempatkan temuan ini dalam
kerangka epistimologi hukum yang lebih luas (Andani, 2020 ). Pada sisi hukum positif,terdapat
penelitian  meneliti perubahan status barang bukti menjadi alat UU TPKS , kajian lainynya
membandingkan reformulasi pembuktian kekerasan seKsual antara hukum nasional dan hukum
Islam , namun keduanya lebih berorientasi pada deskriptif normatif ketimbang analisis atas cara
kebenaran hukum dikosntruksi (Haniyah & Atmari, 2025). Tawaran mengenai gagasan
rekosntruksi epistimologi fikih Jinayah, tetapi belum secara khusus mengaitkanya dengan
problematika pembuktian kekerasan seksual dalam ranah perbandingan Qanun Aceh dan UU TPKS
(Hafiduddin et al., 2026).

Pada penelitian ini menempatkan epistemologis pembuktian sebagai pisau analisi utama
dalam membandingkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang hukum Jinayat dan Undang-
Undang Tindak Pidanan kekerasan seksual. Berbeda dengan kajian terdahulu yang umumnya
membandingkan kedua sistem hukum tersbut dari aspek normatif dan jenis sanksi. Kajian ini
mencoba mengkonseptualisasikan perbdeaan keduanya sebagai perbedaan paradigma
epistimpologis, yaitu anatar certainty based proof dan probabilistic proof, serta mengkaitkanya
dengan konsep epsitmeic gap untuk menjelaskan mengapa kebenaran faktual yang dialami korban
kerap gagal dikonversei menjadi kebenaran yuridis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan
komparatif yang bertujuan untuk menganalisis konstruksi pembuktian dalam kasus kekerasan
seksual, khususnya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pendekatan konseptual
digunakan untuk mengkaji teori epistemologi pembuktian hukum dalam memahami bagaimana
kebenaran hukum dibangun, diverifikasi, dan dilegitimasi, sedangkan pendekatan komparatif
digunakan untuk membandingkan paradigma pembuktian antara Qanun Aceh dan hukum positif
Indonesia, baik pada aspek normatif maupun epistemologis. Sumber data dalam penelitian ini
terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta
bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum dan jurnal akademik terkait hukum pidana,
hukum Islam, dan pembuktian dalam kasus kekerasan seksual. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan penelaahan sistematis terhadap
dokumen hukum dan sumber ilmiah yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif
dengan pendekatan epistemologi pembuktian, dengan penekanan pada tiga aspek utama, yaitu
model pembuktian yang digunakan, konstruksi kebenaran yang dihasilkan dalam proses peradilan,
serta implikasinya terhadap posisi dan perlindungan korban (Agustianti et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Pembuktian dalam Kekerasan Seksual
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Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual memperlihatkan kompleksitas epistemologis
yang jauh melampaui tindak pidana konvensional, karena struktur peristiwanya secara inheren
tidak selaras dengan asumsi dasar sistem pembuktian klasik (Yuliartini et al., 2021). Secara fakta
di lapangan, terjadi laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan secara berulang
menunjukkan bahwa kekerasan seksual didominasi oleh peristiwa yang terjadi dalam ruang privat,
dengan pelaku yang umumnya memiliki relasi dekat dengan korban, baik dalam lingkup keluarga,
relasi kerja, maupun hubungan personal lainnya (Utami, 2022) Kondisi ini tidak hanya
mengeliminasi kemungkinan hadirnya saksi langsung, tetapi juga menciptakan situasi relasional
yang timpang, di mana korban berada dalam posisi subordinat sehingga tidak memiliki kontrol
penuh melakukan tidnakan mencegah, melaporkan, atau segera mengakses mekanisme hukum
setelah peristiwa terjadi (Aryana, 2022).

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan
bahwa terdapat keterlambatan pelaporan merupakan fenomena yang umum terjadi dalam kasus
kekerasan seksual tercatat 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga 3 juli
2025. Keterlambatan ini berdampak langsung pada hilangnya atau melemahnya bukti fisik, seperti
jejak biologis atau tanda kekerasan, yang dalam sistem pembuktian konvensional sering dianggap
sebagai indikator utama dalam membangun keyakinan hakim. Dampak fatal yang kemudian
timbul adalah banyak kasus yang secara faktual terjadi tidak memiliki dukungan bukti material
yang memadai pada saat diperiksa di pengadilan. Aspek ini melihat keterangan korban menjadi
sumber utama bahkan sering kali satu-satunya yang dapat menjelaskan kronologi dan substansi
peristiwa (Boruregar et al., 2026).

Pada bagian inilah problem epistemologis muncul secara paling tajam. Sistem pembuktian
yang berkembang dalam tradisi hukum pidana pada umumnya dibangun di atas asumsi bahwa
kebenaran dapat diverifikasi melalui bukti yang bersifat objektif, eksternal, dan dapat diuji secara
independen, seperti kesaksian pihak ketiga atau bukti fisik. (Listianingrum & Yuwafi, 2026) Asumsi
ini tidak sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik kekerasan seksual yang bersifat laten,
relasional, dan sering kali tidak meninggalkan jejak empiris yang kuat. Hall ini mengakibatkan,
terdapat ketidaksesuaian antara cara hukum mengetahui dengan cara kekerasan seksual terjadi.

Ketidaksesuaian ini melahirkan apa yang dalam kajian epistemologi hukum dapat disebut
sebagai epistemic gap, yaitu jarak antara kebenaran faktual yang dialami korban dan kebenaran
yuridis yang dapat diakui dalam proses peradilan. Dalam banyak kasus, korban berada dalam posisi
kontradiktif, dimana pengalaman yang dialaminya nyata secara faktual, tetapi tidak cukup valid
secara hukum karena tidak memenuhi standar pembuktian yang mensyaratkan bukti eksternal
yang kuat. Fenomena ini turut menjelaskan mengapa tingkat pelaporan dan keberhasilan
penuntutan dalam kasus kekerasan seksual relatif rendah, meskipun angka kejadian yang
sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi (Nugraha et al., 2025).

Ketergantungan pada bukti konvensional juga berimplikasi pada terjadinya Secondary
victimization yaitu kondisi ketika seseorang yang sudah menjadi korban suatu peristiwa justru
mengalami penderitaan tambahan akibat respons lingkungan di sekitarnya. Korban tidak hanya
menghadapi trauma akibat peristiwa yang dialami, tetapi juga harus menghadapi proses
pembuktian yang menuntutnya untuk memberikan keterangan berulang, mempertahankan
kredibilitasnya di hadapan aparat penegak hukum, serta berhadapan dengan keraguan atau
bahkanbias yang mempersoalkan validitas pengalamannya (Shanahan & Riley, 2025). Hal ini dapat
berujung pada pembuktian tidak lagi netral, melainkan dapat menjadi arena yang memperkuat
kerentanan korban. Jika dianalisis lebih dalam, problem pembuktian dalam kekerasan seksual tidak
hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan epistemologis. Sistem pembuktian konvensional
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atau klasik cenderung mengandaikan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang terlihat dan terbukti
secara langsung, sementara dalam kekerasan seksual, kebenaran sering kali bersifat tersembunyi
dan hanya dapat diakses melalui pengalaman subjektif korban yang kemudian harus ditafsirkan
secara rasional oleh hakim. Pendekatan pembuktian yang terlalu menekankan pada kepastian
formal berpotensi mengabaikan dimensi pengalaman korban sebagai sumber pengetahuan hukum
(Haniyah et al., 2025).

2. Model Pembuktian dalam Qanun Aceh

Model pembuktian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada
dasarnya dibangun di atas satu prinsip utama yaitu kebenaran harus bisa dibuktikan secara jelas
dan meyakinkan. Dalam pengaturan jarimah kesusilaan seperti pelecehan seksual Pasal 33 sampai
36 dan zina Pasal 52 sampai 56, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu
peristiwa kemungkinan besar terjadi, tetapi harus sampai pada tingkat keyakinan yang kuat,
hampir tanpa keraguan. Cara kerja model ini terlihat dari jenis bukti yang paling diutamakan,
yaitu kesaksian dan pengakuan (Andani, 2020 ). Kesaksian dianggap sebagai bukti paling kuat
karena datang dari pihak lain yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut.
Pengakuan juga memiliki posisi penting karena dianggap sebagai konfirmasi langsung dari pelaku,
sistem semacam ini lebih percaya pada bukti yang terlihat, terdengar, dan bisa diverifikasi secara
langsung, bukan pada bukti yang bersifat tidak langsung atau interpretatif (Deryasa et al., 2025)

Adapun Masalahnya muncul ketika model ini diterapkan pada kasus kekerasan seksual.
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kekerasan seksual hampir selalu terjadi di ruang tertutup,
tanpa saksi, dan sering tidak meninggalkan bukti fisik yang kuat. Dalam situasi seperti ini, bukti
yang paling tersedia justru adalah keterangan korban itu sendiri. Namun dalam struktur
pembuktian yang sangat mengutamakan verifikasi langsung, keterangan korban sering kali tidak
cukup kuat jika berdiri sendiri tanpa dukungan saksi atau pengakuan pelaku.

Di sinilah terlihat bahwa model pembuktian Qanun Aceh bekerja dengan semacam filter
ketat . Hanya bukti tertentu yang bisa lolos sebagai dasar kebenaran hukum. Bukti yang tidak sesuai
dengan format yang diakui meskipun secara logika dan pengalaman masuk akal cenderung tidak
dianggap cukup. Akibatnya, bukan berarti peristiwanya tidak terjadi, tetapi tidak bisa dibuktikan
menurut standar sistem. Model yang demikian sebenarnya punya tujuan yang jelas, yaitu
menghindari kesalahan dalam menjatuhkan hukuman. Asas yang dijunjung adalah lebih baik tidak
menghukum daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Namun dalam permasalahan
kekerasan seksual, logika ini punya konsekuensi lain. Banyak kasus yang secara faktual terjadi
justru sulit diproses karena tidak memenuhi standar pembuktian yang tinggi tersebut (Ardiyanti &
Ramada, 2026).

Dalam kajian lebih mendalam hali ini bukan sekadar masalah alat bukti kurang, tetapi
masalah cara sistem memahami bukti itu sendiri. Sistem cenderung hanya mengakui bukti yang
bersifat langsung dan eksplisit, ssmentara kekerasan seksual sering hanya bisa dibuktikan melalui
rangkaian indikasi, konsistensi cerita korban, atau bukti tidak langsung lainnya. Di sini terlihat
adanya ketidaksesuaian antara realitas kasus dan model pembuktian yang digunakan. Akibat
lanjutannya cukup serius. Korban bisa merasa bahwa melapor tidak akan membawa hasil karena
sulitnya pembuktian. Proses hukum juga bisa berhenti bukan karena tidak ada kejadian, tetapi
karena tidak terpenuhinya standar pembuktian. Dampak jangka panjangnya, ini bisa membentuk
persepsi bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang sulit dibuktikan, sehingga secara tidak
langsung melemahkan perlindungan terhadap korban.

3. Model pembuktian pada Hukum Positif UU TPKS
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Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengusung pembuktian dengan logika
yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap karakteristik kekerasan seksual. Sistem ini tidak lagi
bertumpu pada satu jenis bukti yang harus sempurna melainkan membuka ruang bagi berbagai
jenis bukti untuk saling melengkapi. Dalam pengaturan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 yang
merinci bentuk-bentuk tindak pidana, serta Pasal 66 dan Pasal 67 yang menegaskan hak korban,
terlihat bahwa hukum positif mulai menggeser fokus dari sekadar pembuktian formal menuju
upaya memahami realitas peristiwa secara lebih utuh. Model pembuktian yang digunakan bersifat
multi alat bukti, artinya kebenaran tidak ditentukan oleh satu bukti tunggal, tetapi oleh kombinasi
berbagai bukti yang saling menguatkan. Mekanisme praktinya, ini mencakup visum et reperfum
sebagai bukti medis, keterangan ahli (misalnya psikolog atau forensik), bukti digital seperti
rekaman atau pesan elektronik, serta keterangan korban itu sendiri. Tidak ada satu pun bukti yang
harus berdiri sendiri secara absolut. Yang dinilai adalah bagaimana seluruh bukti tersebut
membentuk gambaran peristiwa yang masuk akal dan konsisten (Ningsih et al., 2026).

Keterangan korban dalam model ini memiliki posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan
dalam sistem yang sangat menuntut verifikasi langsung. Testimoni keterangan korban tidak lagi
dipandang sebagai bukti tambahan, tetapi sebagai bagian penting dari konstruksi peristiwa,
terutama ketika didukung oleh bukti lain, meskipun bersifat tidak langsung. Mekanisme ini
menunjukkan bahwa hukum mulai mengakui bahwa dalam kasus kekerasan seksual, pengalaman
korban sering menjadi titik awal untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Cara kerja model
ini bertumpu pada apa yang bisa disebut sebagai keyakinan rasional hakim. Hakim tidak hanya
mencari bukti yang bersifat pasti, tetapi menilai keseluruhan rangkaian bukti secara logis dan
masuk akal (Hadi et al., 2025). Kebenaran tidak harus hadir dalam bentuk yang sepenuhnya pasti,
tetapi cukup kuat untuk meyakinkan secara rasional. Dengan kata lain, sistem ini lebih dekat
dengan pendekatan probabilistic proof yaitu di mana kebenaran dibangun dari akumulasi indikasi
yang konsisten.

Pendekatan seperti ini lebih sesuai dengan karakter kekerasan seksual yang jarang memiliki
bukti langsung. Ketika tidak ada saksi, visum mungkin masih bisa menunjukkan indikasi. Ketika
bukti fisik lemah, keterangan ahli bisa menjelaskan dampak psikologis. Ketika semua itu
digabungkan dengan keterangan korban yang konsisten, sistem masih memiliki ruang untuk
membangun keyakinan hukum. Dapat ditraik kesimpulan bahwa keterbatasan satu jenis bukti
tidak langsung menggugurkan keseluruhan perkara. Namun, fleksibilitas ini juga membawa
tantangan tersendiri. Penilaian yang bergantung pada keyakinan hakim membuka ruang bagi
subjektivitas. Terdapat celah kelemhan dari mekanisme ini yang sangat tergantung pada bias bias
aparat, stigma terhadap korban, atau cara pandang yang masih moralistik dapat memengaruhi
cara bukti ditafsirkan. Meskipun secara model lebih maju dan responsif, efektivitasnya tetap sangat
bergantung pada kualitas penegak hukum dan sensitivitas terhadap isu kekerasan seksual (Arridho
& Sumarwoto, 2025).

4. Dampak Pembuktian Terhadap Korban

Perbedaan model pembuktian antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bukan cuma soal aturan, tapi
langsung terasa di pengalaman korban. Dalam Qanun Aceh, pembuktian dibuat sangat ketat dan
bergantung pada hal-hal yang sifatnya terlihat jelas, seperti saksi atau pengakuan. Dalam
kekerasan seksual, hal-hal seperti itu hampir tidak pernah ada. Hal ini berdampak kepada korban
yang sebenarnya membawa kebenaran tentang apa yang terjadi, tapi kebenaran itu tidak mudah
diakui oleh sistem. Terlihat bahwa masalahnya bukan sekadar kurang bukti, tapi karena jenis bukti
yang dimiliki korban tidak cocok dengan standar yang diminta hukum.
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Dampaknya muncul sejak awal, bahkan sebelum kasus masuk ke pengadilan. Banyak
korban memilih tidak melapor karena merasa tidak akan bisa membuktikan. Ini bukan sekadar
takut atau malu, tapi juga perhitungan rasional mengenai kalkulasi, jika sistem menuntut bukti
yang hampir mustahil ada, maka melapor justru bisa jadi sia-sia. Pada tikitk ini model pembuktian
sudah menyaring kasus sejak awal. Banyak kasus berhenti bukan karena tidak terjadi, tapi karena
korban tahu bahwa kasusnya sulit dibuktikan. Jika berhasil masuk ke proses hukum, korban sering
berada di posisi yang berat. Secara teori, yang harus membuktikan adalah penegak hukum, tapi
dalam praktik, korban yang harus terus meyakinkan bahwa dirinya benar. Ketika tidak ada saksi
atau bukti kuat, cerita korban sering dipandang sebagai sesuatu yang masih perlu dibuktikan lagi,
bukan langsung dipercaya sebagai dasar (Sellaturisca et al., 2026). Di sini muncul masalah yang
lebih dalam yaitu pengalaman korban tidak dianggap cukup sebagai pengetahuan hukum.
Implikasinya ketika kasus tidak terbukti, yang hilang bukan hanya perkara, tapi juga pengakuan
terhadap apa yang dialami korban.

Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberi ruang yang
lebih luas. Sistem tidak lagi menunggu satu bukti yang sempurna akan tetapi melihat gabungan
berbagai bukt seperti Visum, keterangan ahli, bukti digital, dan cerita korban bisa saling
melengkapi. Ini membuat posisi korban sedikit lebih kuat, karena ceritanya tidak harus berdiri
sendiri. Selama ada konsistensi dan dukungan dari bukti lain, kebenaran masih bisa dibangun.
Tantangan di hukum positif justru bergeser. problrmatikanya bukan lagi bukti ada atau tidak, tapi
dipercaya atau tidak. Dapat dilihat pada praktik dilapangan menunjukan kelemahan, masih ada
aparat yang meragukan korban, atau melihat kasus dengan cara pandang moral (Ramadani & Nur,
2026).

B. Analisis Epsitimologi Pembuktian Peraturan

Pada level yang lebih dalam, perbedaan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebenarnya bukan cuma
beda aturan, tapi bagiamana melihat cara pandang pada kebenaran . Di sini muncul dua
paradigma yang berbeda yaitu certainty based proof dan probabilistic proof. Perbedaan ini penting
karena menentukan apakah suatu peristiwa bisa diakui sebagai kebenaran hukum atau tidak.
Dalam model certainty based proof yang terlihat dalam Qanun Aceh kebenaran harus dibuktikan
secara jelas, langsung, dan hampir tanpa celah keraguan. Sistem seperti ini bekerja dengan logika
sederhana melalui bukti belum benar-benar kuat, maka lebih baik tidak dianggap terbukti.
Kebenaran di sini bersifat hitam-putih, baik terbukti dengan kuat, atau tidak sama sekali . Tidak
banyak ruang untuk kemungkinan atau interpretasi. Logika seperti ini tidak cocok dengan karakter
kekerasan seksual dan kaasus seperti ini jarang punya bukti yang sempurna. Tidak ada saksi, bukti
fisik sering lemah, dan yang paling kuat justru cerita korban. Standar kepastian Dalam situasi
seperti yang terlalu tinggi justru membuat banyak kasus tidak bisa masuk ke kategori terbukti,
meskipun secara logika dan pengalaman sebenarnya masuk akal. Jadi bukan karena tidak terjadi,
tapi karena tidak memenubhi cara sistem mendefinisikan kebenaran (Harahap & Lubis, 2026).

Di sisi lain, model probabilistic proof yang lebih terlihat dalam Undang-Undang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual bekerja dengan cara yang berbeda. Kebenaran tidak harus datang dari
satu bukii yang sempurna, tapi bisa dibangun dari gabungan berbagai bukii yang saling
mendukung. Hakim menilai apakah rangkaian bukti tersebut masuk akal, konsisten, dan cukup
kuat untuk diyakini. Jadi, kebenaran di sini bukan soal pasti tanpa keraguan, akan tetapi tapi cukup
kuat untuk dipercaya secara rasional.Pendekatan ini lebih sesuai dengan realitas kekerasan seksual.
Ketika tidak ada saksi, bukti lain masih bisa dipakai. Ketika bukti fisik lemah, keterangan ahli atau
pola kejadian bisa membantu (Herisasono et al., 2023). Cerita korban tidak berdiri sendiri, tapi
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menjadi bagian dari keseluruhan gambar. Dengan mengunakan cara ini, sistem lebih mampu
menangkap kebenaran yang memang tidak selalu muncul dalam bentuk yang jelas dan langsung.
Namun, perbedaan ini juga menunjukkan hal yang lebih mendasar menegnai apa yang dianggap
sebagai kebenaran hukum sangat tergantung pada cara sistem berpikir. Menurut model kepastian,
kebenaran harus terlihat dan bisa dibuktikan secara langsung. Dalam model probabilistik,
kebenaran bisa disusun dari potongan-potongan yang masuk akal. Jadi, masalah utama dalam
kekerasan seksual bukan hanya kekurangan bukti, tapi karena cara hukum membaca bukti
tersebut

1. Pergeseran Epistimologi dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perubahan yang terjadi bukan
hanya soal penambahan jenis alat bukti, tetapi perubahan cara hukum memahami dan
membangun kebenaran. Jika dalam model sebelumnya kebenaran cenderung dituntut hadir dalam
bentuk bukti langsung yang kuat dan tunggal, maka dalam hukum positif kebenaran mulai
dibangun dari gabungan beberapa bukti yang saling menguatkan. Perubahan paling terlihat ada
pada cara sistem bekerja dengan bukti. Pembuktian tidak lagi bergantung pada satu jenis bukti
yang dianggap paling menentukan, tetapi pada keterhubungan antara berbagai bukti yang ada.
Visum ef reperfum, keterangan ahli, bukti digital, dan keterangan korban tidak berdiri sendiri,
tetapi saling melengkapi satu sama lain. Dalam pola ini, kebenaran tidak dicari dari satu bukti
utama, tetapi dari konsistensi keseluruhan bukti yang ada (Susilowati, 2020).

Dalam posisi ini, keterangan korban juga mengalami perubahan penting. Jika sebelumnya
keterangan korban sering dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuktikan lagi, dalam sistem ini
keterangan korban mulai diposisikan sebagai titik awal dalam membangun kebenaran. Ini
menandakan, cerita korban tidak lagi ditempatkan di pinggiran, tetapi menjadi bagian awal yang
kemudian diperkuat oleh bukti lain. Ini menunjukkan bahwa pengalaman korban mulai diakui
sebagai bagian penting dari proses pembuktian, bukan sekadar informasi tambahan. Selain itu,
cara hukum menentukan kebenaran juga ikut berubah. Kebenaran tidak lagi harus bersifat pasti
dan tunggal, tetapi cukup dibangun melalui keyakinan rasional berdasarkan keseluruhan bukti.
Hakim tidak lagi mencari satu bukti yang paling kuat, tetapi melihat apakah semua bukti yang ada
membentuk cerita yang masuk akal dan saling mendukung (Agusta & Umara, 2022).

Perubahan ini membuat sistem lebih mampu merespons karakter kekerasan seksual yang
jarang memiliki bukti langsung. Ketika bukti fisik terbatas, sistem masih bisa bekerja melalui
kombinasi bukti lain. Ketika saksi tidak ada, keterangan ahli dan bukti digital dapat membantu
memperkuat cerita korban. Konsekuensi yang terjadi, sistem tidak berhenti hanya karena satu jenis
bukti tidak tersedia. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru. Karena kebenaran
dibangun dari gabungan bukti, maka penilaian terhadap hubungan antar bukti menjadi sangat
penting. Di titik ini, cara hakim menafsirkan bukti ikut menentukan hasil akhir perkara.Meskipun
sistem lebih fleksibel, tetap ada ruang bagi perbedaan penilaian yang bisa memengaruhi putusan.

2. Epistemic gap dalam Qanun Aceh

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, epistemic gap tidak hanya
muncul sebagai jarak antara apa yang dialami korban dan putusan hakim, tetapi sebagai produk
dari cara sistem menentukan validitas pengetahuan hukum itu sendiri. Persoalannya bukan
sekadar bukti kurang atau cukup, tetapi lebih mendasar mengenai siapa yang dianggap berhak
menghasilkan kebenaran dalam proses hukum. Dalam perkara jarimah kesusilaan, khususnya
pelecehan seksual pada Pasal 33 sampai 36 dan zina Pasal 52 sampai 56, pengalaman korban
memang menjadi titik awal peristiwa. Namun, dalam struktur pembuktian Qanun, pengalaman
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tersebut tidak otomatis memiliki status epistemik yang cukup. Sistem lebih menempatkan kesaksian
pihak lain dan pengakuan sebagai bentuk yang diakui penuh. Sementara realita yang terjadi pada
korban berada pada posisi yang harus terlebih dahulu diverifikasi melalui mekanisme eksternal.
Di sini terlihat adanya timmpang epistemi bahwa korban memiliki pengetahuan paling dekat
dengan peristiwa, tetapi tidak memiliki otoritas penuh untuk mengubahnya menjadi kebenaran
hukum (Abdiansyah et al., 2025).

Ketimpangan ini diperkuat oleh karakter certainty based proof yang menjadi dasar model
pembuktian. Kebenaran hukum hanya dianggap sah apabila memenuhi standar yang sangat tinggi
dan bersifat langsung. Konsekuensinya, sistem cenderung menolak bentuk bukti yang bersifat tidak
langsung, indikatif, atau berbasis konsistensi naratif. Dalam permasalahan kekerasan seksual,
kondisi ini menciptakan situasi paradok, semakin dekat suatu pengetahuan dengan pengalaman
korban, justru semakin rendah nilai pembuktiannya dalam sistem. Pada titik ini, epistemic gap
dapat dipahami sebagai kegagalan pergeseraan pengalaman realitas yang dialami korban menjadi
bukti hukum. Korban membawa pengalaman yang secara faktual utuh, tetapi sistem hanya
mengakui sebagian kecil dari pengalaman tersebut yaitu bagian yang dapat dikonfirmasi secara
eksternal. Proses hukum kemudian tidak lagi bekerja sebagai ruang penerjemahan pengalaman
menjadi keadilan, tetapi sebagai mekanisme seleksi yang menentukan bagian mana dari
pengalaman yang layak menjadi kebenaran hukum (Rinanda et al., 2021).

Lebih jauh, struktur ini menciptakan bentuk ketimpangan yang bersifat sistemik. Tidak
hanya pengalaman korban yang tidak sepenuhnya masuk, tetapi juga cara korban memahami
peristiwa tidak memiliki tempat yang setara dalam struktur pembuktian. Hal ini menghasilkan
kondisi hilangnya otoritas korban atas narasi peristiwa yang dialaminya sendiri dalam ruang
hukum. Narasi korban tidak cukup menjadi dasar, tetapi hanya menjadi bahan yang harus diuji
melalui standar eksternal. Realitas yang terjadi di lapangan, kondisi ini berdampak pada dua lapis
hambatan. Pertama, pada level akses, korban sejak awal dapat mengantisipasi rendahnya
probabilitas keberhasilan pembuktian, sehingga memilih tidak melapor. Kedua, pada level
adjudikasi, ketika perkara masuk ke pengadilan, kegagalan memenuhi standar pembuktian sering
kali tidak hanya berarti tidak terbukti, tetapi juga berisiko ditafsirkan sebagai tidak cukup terjadi
secara hukum. Dampak besarnya, Hukum tidak hanya gagal mengakui peristiwa, tetapi juga secara
tidak langsung membentuk persepsi tentang realitas peristiwa itu sendiri.

3. Ketegangan Antara Dua Paradigma

Ketegangangan perbandingan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ketegangan yang muncul
sebenarnya tidak hanya berada pada level aturan, tetapi pada cara masing-masing sistem
menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran hukum. Pada titik ini, hukum tidak lagi
sekadar alat penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi ruang produksi pengetahuan tentang apa
yang dianggap benar.

Qanun Aceh berangkat pada kebenaran hukum yang angat dipengaruhi oleh orientasi
moral order. Perbuatan seperti pelecehan seksual seperti pada Pasal 33 sampai 36 dipahami bukan
hanya sebagai pelanggaran terhadap individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap tatanan
moral publik. Karena itu, pembuktian dibuat sangat ketat melalui standar yang mengutamakan
kesaksian dan pengakuan. Prinsip yang digunakan dalam logika Qanun Aceh, hukum bekerja
dengan prinsip kehati-hatian tinggi, lebih baik tidak menghukum daripada menjatuhkan hukuman
tanpa kepastian yang kuat. Secara epistemologis kebenaran dianggap sah apabila sesuai dengan
standar pembuktian formal yang ditetapkan oleh Norma (Juliansyah et al., 2026). Timbul masalah
mengenai cara kerja seperti ini yang kemudian menciptakan jarak dengan realitas kekerasan
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seksual. Karena, kasus-kasus ini jarang memiliki saksi langsung atau pengakuan pelaku, maka
banyak peristiwa tidak dapat mencapai ambang kebenaran hukum, meskipun secara faktual
terjadi. Di sini terlihat bahwa kebenaran tidak dibangun dari pengalaman korban, tetapi dari
kesesuaian dengan struktur bukti yang diidealkan oleh sistem. Dampak yang terjadi nantinya
pengalaman korban sering berada di luar batas validasi hukum.

Sementara dalam hukum positif melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
terjadi pergeseran orientasi dari moral order menuju victim protection. Pergeseran ini tidak hanya
bersifat normatif, tetapi juga epistemologis. Kebenaran tidak lagi dipusatkan pada kepastian
tunggal, tetapi dibangun dari rangkaian bukti yang saling menguatkan. Visum, keterangan ahli,
bukti digital, dan testimoni korban tidak diperlakukan sebagai elemen yang berdiri sendiri, tetapi
sebagai bagian dari satu konstruksi kebenaran yang utuh (Ahwan & Ufran, 2026). dalam model
ini, kebenaran bersifat tidak bergantung pada satu bukti yang menentukan, tetapi pada sejauh
mana seluruh bukti membentuk pola yang konsisten. Keterangan korban menjadi titik awal yang
penting, bukan karena dianggap paling kuat secara absolut, tetapi karena menjadi sumber narasi
yang kemudian diuji dan diperkuat oleh bukti lain. Dengan demikian, pengalaman korban mulai
diakui sebagai bagian dari struktur pengetahuan hukum, bukan sekadar objek verifikasi
(Ardiansyah et al., 2026).

Ketegangan muncul ketika kedua paradigma ini dibandingka antara Qanun Aceh menuntut
kebenaran yang terverifikasi secara langsung, sementara hukum positif menerima kebenaran yang
terbentuk secara rasional melalui akumulasi bukt. Qanun Aceh bergerak dalam ruang certainty
based epistemology, sedangkan hukum positif lebih dekat pada probabilistic coherent
epistemology. Perbedaan ini sangat menentukan bagaimana kekerasan seksual dipahami dan
diproses dalam hukum. Dalam ruang Qanun Aceh, kelemahan satu elemen bukti dapat
menggugurkan keseluruhan perkara, karena kebenaran hanya sah jika mencapai tingkat kepastian
tinggi (Afandi & Bagaskoro, 2024). Sebaliknya, dalam hukum positif, kelemahan satu bukti tidak
serta~-merta menggugurkan perkara, selama bukti lain mampu membentuk pola yang konsisten.
Di sini terlihat pergeseran penting dari logika kebenaran harus pasti menjadi kebenaran cukup
kuat secara rasional. Namun, pergeseran ini juga membawa konsekuensi baru. Jika dalam Qanun
Aceh masalah utama adalah terbatasnya pengakuan terhadap pengalaman korban, maka dalam
hukum positif masalahnya bergeser menjadi bagaimana memastikan konsistensi penilaian antar
bukti. Artinya, ruang subjektivitas tidak hilang, tetapi berpindah dari tahap pengakuan bukti ke
tahap interpretasi bukti (Poetri & Indraswari, 2024).

C. Rekonstruksi Epistemologi Pembuktian

Rekonstruksi epistemologi pembuktian perlu dimulai dari satu hal mendasar yakni
mengenai persoalan dalam kasus kekerasan seksual bukan hanya pada kurangnya bukti, tetapi
pada cara hukum membaca dan menilai bukti itu sendiri. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 tentang Hukum Jinayat, kebenaran cenderung dikunci pada bukti langsung yang sangat
terbatas, sementara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ruang pembuktian
sudah lebih terbuka, tetapi masih bergantung pada bagaimana bukti ditafsirkan. Persoalannya
tidak berhenti pada apa saja alat bukti, tetapi lebih dalam pada bagaimana bukti itu disusun
menjadi kebenaran hukum.

Arah pertama yang perlu dibangun adalah pergeseran dari pembuktian yang kaku menuju
pembuktian yang berbasis konteks secara nyata. Selama ini, konteks sering hanya disebut sebagai
latar belakang, belum benar-benar dipakai dalam menilai perkara. Dalam rekonstruksi ini, konteks
justru menjadi cara untuk membaca bukti. Relasi kuasa antara pelaku dan korban, situasi
terjadinya peristiwa, hingga pola interaksi sebelum dan sesudah kejadian harus dilihat sebagai
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bagian dari logika pembuktian. Dengan cara ini, hukum tidak lagi melihat bukti secara terpisah,
tetapi sebagai bagian dari satu rangkaian peristiwa yang utuh (Wicaksono, 2026).

Arah kedua adalah pengakuan terhadap pluralitas bukti, tetapi tidak hanya sebatas
menambah jenis bukti. Yang lebih penting adalah bagaimana bukti-bukti tersebut saling
terhubung. Dalam banyak kasus, satu bukti memang lemah jika berdiri sendiri, tetapi menjadi kuat
ketika dikaitkan dengan bukti lain (Angjaya et al., 2024) Misalnya, bukti forensik yang terbatas
bisa diperkuat oleh keterangan psikologis, perubahan perilaku korban, atau jejak digital. Jadi yang
dinilai bukan lagi kekuatan satu bukti, tetapi apakah keseluruhan bukti membentuk pola yang
konsisten dan masuk akal. Arah ketiga adalah testimoni korban tidak cukup hanya diakui, tetapi
perlu ditempatkan sebagai titik awal dalam membangun perkara. Proses pembuktian dimulai dari
pengalaman korban, lalu diuji dengan bukti lain. Selama ini sering terjadi sebaliknya bukti dicari
dulu, baru cerita korban dilihat cocok atau tidak. Rekonstruksi ini membalik cara berpikir tersebut,
sehingga pengalaman korban tidak lagi berada di pinggiran, tetapi menjadi dasar yang kemudian
diuji secara rasional.

Jika dilihat dari kacamata syariah, rekonstruksi dapat dilakukan melalui pengembangan
konsep garinah. Selama ini garidnah sering dianggap sebagai bukti tambahan yang posisinya
lemah. Padahal jika dikembangkan, garinah bisa menjadi cara untuk membaca indikasi-indikasi
yang tidak langsung terlihat. Dalam kasus kekerasan seksual, garinah dapat digunakan untuk
menyusun berbagai tanda dan situasi menjadi satu kesimpulan yang masuk akal, tanpa harus selalu
menunggu bukti langsung. Prinsip kehati-hatian tetap dijaga, tetapi tidak lagi menutup
kemungkinan untuk membaca bukti secara lebih luas (Nuriskandar, 2021). Terakhir, diperlukan
integrasi dengan pendekatan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama
dalam hal cara membangun keyakinan hakim. Kebenaran tidak lagi harus bersifat pasti secara
absolut, tetapi cukup kuat berdasarkan keseluruhan bukti yang ada. Pendekatan ini bisa dipadukan
dengan prinsip syariah tanpa harus menghilangkan identitas normatifnya, sehingga tercipta sistem
yang tetap menjaga nilai, tetapi lebih responsif terhadap realitas.

Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual menghadapi problem epistemologis akibat
ketidaksesuaian antara karakter peristiwa yang bersifat privat dan laten dengan sistem pembuktian
hukum yang menuntut bukti objektif dan langsung. Kondisi ini melahirkan epistemic gap antara
kebenaran faktual yang dialami korban dan kebenaran yuridis yang diakui di pengadilan.
Perbandingan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual menunjukkan perbedaan paradigma yang signifikan, yaitu certainty based proof
yang kaku dan berorientasi pada kepastian, berhadapan dengan probabilistic proof yang lebih
fleksibel dan kontekstual. Pendekatan Qanun Aceh cenderung menyulitkan pembuktian karena
bergantung pada bukti langsung, sementara UU TPKS membuka ruang pembuktian melalui
kombinasi alat bukti yang saling menguatkan serta mengakui keterangan korban sebagai bagian
penting dari konstruksi kebenaran. Perbedaan ini berdampak langsung pada akses keadilan bagi
korban, di mana model yang kaku berpotensi memperkuat hambatan struktural dan viktimisasi
sekunder. Maka dari itu diperlukan rekonstruksi epistemologi pembuktian yang menempatkan
konteks, keterhubungan antar bukti, dan pengalaman korban sebagai dasar dalam membangun
kebenaran hukum, guna menciptakan sistem yang lebih responsif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual menghadapi problem epistemologis akibat
ketidaksesuaian antara karakter peristiwa yang bersifat privat dan laten dengan sistem pembuktian
hukum yang menuntut bukti objektif dan langsung. Kondisi ini melahirkan epistemic gap antara
kebenaran faktual yang dialami korban dan kebenaran yuridis yang diakui di pengadilan.
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Kekerasan Seksual menunjukkan perbedaan paradigma yang signifikan, yaitu certainty based proof
yang kaku dan berorientasi pada kepastian, berhadapan dengan probabilistic proof yang lebih
fleksibel dan kontekstual. Pendekatan Qanun Aceh cenderung menyulitkan pembuktian karena
bergantung pada bukti langsung, sementara UU TPKS membuka ruang pembuktian melalui
kombinasi alat bukti yang saling menguatkan serta mengakui keterangan korban sebagai bagian
penting dari konstruksi kebenaran. Perbedaan ini berdampak langsung pada akses keadilan bagi
korban, di mana model yang kaku berpotensi memperkuat hambatan struktural dan viktimisasi
sekunder. Maka dari itu diperlukan rekonstruksi epistemologi pembuktian yang menempatkan
konteks, keterhubungan antar bukti, dan pengalaman korban sebagai dasar dalam membangun
kebenaran hukum, guna menciptakan sistem yang lebih responsif dan berkeadilan.
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